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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 503/ 191{ /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati
Mandailing Natal Nomor 14 Tahun 2023 Tentang
Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mandailing Natal yang sebelumnya diatur
dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mandailing Natal Nomor: 503/154/DPMPTSP/2023
tentang Standar Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mandailing Natal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing
Natal tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing
Natal;
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Mengingat .

Standar Pelaynan

Kabupaten Mandailing Natal

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat I Mandailing
Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3794);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5537);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu'n
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);




9.

10.

11,
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13.

14,

15.

PeraturanPemerintahNomor § Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha di  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Repulik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedomandan Tata cara
PengawasanPerizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal
(Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun
2022 Nomor 5);

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 106 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 41);
Peraturan bupati mandailing natal nomor 12 tahun 2022
tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan
perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha
untuk menunjang kegiatan usaha, perizinan non
berusaha dan perizinan terpadu satu pintu kabupaten
mandailing natal,
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16. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 14 Tahun
2023  Tentang  Standar  Operasional  Prosedur
Penyelesaian  Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha,
Perizinan Nonberusaha Dan Nonperizinan Pada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mandailing Natal,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal,
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA . Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan untuk
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
melalui Sistem Online Single Submission Risk Based
Approach (Sistem OSS-RBA), dilaksanakan dengan
mempedomani Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
(NSPK) yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Standar Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan daerah pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mandailing Natal.
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KEEMPAT : Dengan  ditetapkannya  keputusan  ini, maka
Keputusan  Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mandailing Natal Nomor: 503/154/DPMPTSP/2023
tentang Standar Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mandailing Natal dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku lagi.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Di tetapkan di : Panyabungan
Pada Tanggal 130 Mer ZolY
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